
SALINAN

BUPATI KARANGANYAR 
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR*
NOMOR 82 TAHUN 2019 

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2019 

; TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN 

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Administrasi

Kependudukan kepada masyarakat, perlu mengubah 

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkah Peraturan Bupati tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 

• Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa 

Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5475); ......- 1- ____ ____



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan 

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun ' 2018 

Nomor 184);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar 

Tahun 2011 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa 

kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Karanganyar Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar 

Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Karanganyar Nomor 58);



Menetapkan

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi 

Kependudukan (Berita Daerah- Kabupaten Karanganyar Tahun 

2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI 

KEPENDUDUKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar 

Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah 

Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 4), diubah sebagai 

berikut:

1. Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang 

selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Karanganyar.

5. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan biodata 

penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa 

Kependudukan, dan pendataan penduduk rentan 

Administrasi Kependudukan, serta penerbitan Dokumen 

Kependudukan berupa kartu identitas atau • surat 

keterangan kependudukan.



6. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting 

yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil 

pada Disdukcapil.

7. Penduduk adalah WNI dan Orang Asing yang bertempat 

tinggal di Indonesia.

8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI 

adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang- 

orang bangsa lain yang di sahkan dengan Undang- 

Undang sebagai WNI.

9. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI.

10. Nomor Induk Kependudukan yang-selanjutnya disingkat 

NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik 

atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang 

terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.

11. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah 

kartu identitas keluarga yang memuat data tentang 

nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta 

identitas anggota keluarga.

12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya 

disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang 

dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk 

sebagai bukti diri yang diterbitkan-oleh perangkat daerah 

yang membidangi.

13. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA 

adalah identitas resmi ariak sebagai bukti diri anak yang 

berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum 

menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana 

Teknis.

14. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu 

negara, perserikatan bangsa-bangsa, atau organisasi 

internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antar 

Negara yang memuat identitas pemegangnya.

15. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia adalah paspor 

Republik Indonesia dan surat perjalanan laksana paspor 

Republik Indonesia.



16. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang 

selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu 

kesatuan.

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dalam negeri.

18. Perwakilan Republik Indonesia adalah kedutaan besar 

Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik 

Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.

19. Tanda Tangan Elektronik yang selanjutnya disingkat TTE 

adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi 

elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait 

dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan 

sebagai alat verifikasi dan autentikasi.

20. Register Akte Kelahiran adalah dokumen otentik 

mengenai status kelahiran seseorang.

21. Register Akte Kematian adalah dokumen otentik 

mengenai kematian seseorang.

22. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia yang 

selanjutnya disingkat SKPWNI- adalah dokumen 

kependudukan yang menerangkan pindahnya penduduk 

ke Daerah domisili yang baru.

2. Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal,

yakni Pasal 61A sehingga berbunyi sebagai berikut: .

Pasal 61A

(1) PenandaTanganan Dokumen Adminduk dilakukan dengan 

Tanda Tangan Elektronik (TTE).

(2) Dokumen Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas : v —

a. Kartu Keluarga;

b. Akte Kelahiran;

c. Register Akte Kelahiran; /



d
e.
f.

Akte Kematian;

Register Akte Kematian; dan 
Surat Keterangan Pindah 
(SKPWNI).

Warga Negara Indonesia

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar 
pada tanggal 9 Oktober 2019 
BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO V
Diundangkan di Karanganyar 
pada tanggal 9 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, 

ttd.

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 82

Salinamsesuai dengan aslinya 
.SEKRETARIAT DAERAH 

KABUPATEN’KARANGANYAR 
//^'Kepala.Bagiail Hukum,

/A -  
"aZULPIKAR. >IDH
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